
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Lord Acton (John Emerich Edward Dalberg-Acton) dalam suratnya 

kepada Bishop Mabadell Creighton menulis sebuah ungkapan yang 

menghubungkan antara “korupsi” dengan “kekuasaan”, yakni: ”power tends 

to corrupt, and absolut power corrupts absolutely”,  bahwa kekuasaan 

cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi 

absolut”.
1
 

Seiring dengan perkembangan zaman, banyak sekali muncul fenomena 

permasalahan-permaslahan hukum yang dihadapi, diantaranya dengan 

munculnya permasalahan hukum terkait dengan kejahatan korupsi atau sering 

disebut dengan white collor crime,
2
  kejahatan kerah putih yang dilakukan 

oleh orang dengan intelektual tinggi dengan maksud untuk memperkaya diri 

sendiri. Kejahatan korupsi ini mulai ramai diperbincangkan oleh masyarakat 

pada saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) muncul dengan berbagai 

temuannya terkait dengan permasalahan pemberantasan korupsi yang ada di 

Indonesia. 

                                                           
1
 Sri Soemantri, 2001, Undang-Undang Dasar 1945, Kedudukan dan Artinya dalam Kehidupan 

Beragama, Makalah disampaikan pada Stadium General dan Peringatan 40 Tahun 

Pengabdiannya di Univesitas Padjajaran Bandung, hal.1 dalam Ermansjah, Djaja., 2010, 

Memberantas Korupsi Bersama KPK, Jakarta, Sinar Grafika, hal.1 
2
 Charlie Rudiyat, Kamus Hukum dinyatakan: Suatu bentuk kejahatan yang dilakukan untuk 

kepentingan pribadi atau golongannya oleh pegawai yang berprofesi, baik dari pemerintah atau 

swasta. 
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Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena 

tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara 

dan masyarakat, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta 

moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayanya tindak pidana 

korupsi tersebut.
3
 Perkembangan korupsi sampai saat ini pun sudah 

merupakan akibat dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak 

tertata secara tertib dan tidak terawasi secara baik karena landasan hukum 

yang dipergunakan juga mengandung kelemahan-kelemahan dalam 

implementasinya.
4
 

Dalam rangka melakukan pemberantasan korupsi yang ada di 

Indonesia Pemerintah banyak sekali melakukan pencegahaan dengan 

dibentuknya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bersifat 

sementara. Ini wujud keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi di 

Indonesia. 

Melihat realita yang terjadi seperti ini penulis mencoba untuk 

melakukan penelitian terkait dengan bidang kejahatan korupsi yakni tentang 

eksekusi pidana ganti kerugian yang putusannya dijatuhkan kepada terdakwa 

kasus korupsi dan bagimana penerapan eksekusi tersebut. Karena kasus 

korupsi ini juga termasuk dalam bagian hukum pidana dan dikerucutkan lagi 

kedalam hukum pidana khusus. 

Sudarto mengatakan bahwa hukum pidana khusus diartikan sebagai 

ketentuan hukum pidana yang mengatur mengenai kekhususan subyeknya dan 

                                                           
3
Ermansyah Djaja, 2010, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Jakarta: Sinar Grafika, hal.3. 

4
Ibid., hlm.5 
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perbuatannya yang khusus (bijzonderlijk feiten).
5
 Bahwa hukum pidana 

khusus adalah aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari aturan-

aturan hukum pidana pada umumnya. Hukum pidana khusus menggunakan 

asas “lex specialis derogate lex generalis”, ketentuan hukum pidana khusus 

lebih mengalahkan atau diutamakan dari pada hukum pidana umum. 

Eksistensi dari penegakan hukum sejauh mana suatu putusan yang 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan secara cepat dan 

tepat, hal ini sangat penting mengingat suatu putusan sebagai akhir dari proses 

penegakan hukum pidana dan ini dapat dilihat dari dapat atau tidaknya 

putusan hakim tersebut untuk dilaksanakan oleh Jaksa
6
 selaku eksekutor. 

Eksekusi pada dasarnya merupakan salah satu kewenangan jaksa yang 

juga diatur oleh undang-undang untuk melaksanakan putusan hakim. Hanya 

putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap saja yang dapat dilakukan 

eksekusi (in kracht van gewijsde).  Banyak sekali proses eksekusi yang dapat 

dilakukan tetapi ada proses eksekusi yang sangat sulit untuk dilaksanakan 

karena beberapa masalah-masalah yang dihadapi yakni eksekusi pembayaran 

ganti kerugian. 

                                                           
5
Sudarto,1981, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: PT Alumni, hal 61 

6
Pasal 1 angka 6 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinyatakan 

bahwa: “Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak 

sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap”. 
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Pembayaran ganti kerugian dalam kasus tindak pidana korupsi 

termasuk dalam pidana tambahan selain putusan penjatuhan hukuman pidana 

dan denda. Pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi dapat berupa:
7
 

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak 

berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau 

yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan 

milik terpidana tempat tindak pidana korupsi dilakukan, begitu 

pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. 

2. Pembayaran uang pengganti yang jumlah sebanyak-banyaknya 

sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. 

3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling 

lama 1 (satu) tahun. 

4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau 

penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah 

atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana. 

5. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 

waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita 

oleh jaksa dan dilelang untuk memenuhi uang pengganti tersebut. 

 

Akan tetapi dalam hal yang lain dapat dilakukan yakni apabila 

terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar 

uang pengganti, maka pidana pembayaran ganti kerugian bisa diganti dengan 

pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancamaan maksimal dari pidana 

pokoknya sesuai ketentuan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-

Undang No. 20 tahun 2001 dan lamanya pidana pengganti tersebut sudah 

ditentukan dalam putusan pengadilan. 

Eksekusi pidana pembayaran ganti kerugian ini sebenarnya dilakukan 

sama seperti eksekusi kasus pidana pada umumnya. Hanya yang menjadi 

pembeda adalah adanya batas waktu bagi terpidana untuk membayar uang 
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Lilik Mulyadi, 2011, Tindak Pidana Korupsi di IndonesiaNormatif, Teoritis, Praktek dan 

Masalahnya, Bandung: PT Alumni, hal 314-315. 
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pengganti tersebut setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap serta 

diharuskan menyerahkan harta bendanya untuk menutup pembayaran uang 

pengganti apabila terpidana mampu membayarnya.
8
 

Apabila terdakwa kasus korupsi ini tidak mau untuk membayar ganti 

rugi secara suka rela maka akan dilakukan penyitaan aset  dari terpidana yang 

kemudian nantinya akan dilelang untuk mencukupi kewajiban terpidana. Hak 

tersebut akan dilaksanakan oleh kejaksaan sebagai eksekutor. 

Menurut data yang dikeluarkan dari KPK dari tahun 2004 sampai 2015 

per tanggal 31 Januari 2015 menunjukkan data bahwa:
9
 

1. Penyelidikan 679 kasus 

2. Penyidikan 416 kasus 

3. Penuntutan 326 kasus 

4. Inkracht 283 kasus 

5. Eksekusi 297 kasus 

 

Sedangkan jumlah penindakan antara tahun 2010 sampai dengan tahun 

2014 adalah sebagaimana dalam tabel berikut: 

Tabel 1.1 

Jumlah Penindakan Kasus Korupsi antara Tahun 2010-2014 

Penindakan 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah 

Penyelidikan 54 78 77 81 80 370 

Penyidikan 40 39 48 41 45 255 

Penuntutan 32 40 36 40 40 194 

Inkracht 34 34 28 40 40 176 

Eksekusi 36 34 32 44 48 194 

                                                           
8
 Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi 

menyebutkan: Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan 

harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Sedangkan dalam Pasal 18 ayat (2) 

menyatakan: Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh 

kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dapat dilelang untuk 

menutup uang pengganti tersebut. 
9
 Data Penindakan KPK per 31 Januari 2015 
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Namun pada dasarnya dalam menjalankan penindakan ini sangatlah 

tidak mudah, tidak jarang pelaksanaan eksekusi pembayaran ganti rugi baru 

dapat dilaksanakan selama bertahun-tahun. Hal inilah yang sangat 

menghambat negara dalam mengambil kembali hak-hak negara tersebut untuk 

menutupi kerugian keuangan negara akibat adanya tindak pidana korupsi yang 

dilakukan tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

hukum dengan judul: “EKSEKUSI PIDANA PEMBAYARAN GANTI 

KERUGIAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi 

Kasus di Kejaksan Negeri Surakarta).” 

 

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 

Agar penelitian ini mengarah pada pembahasan yang diharapkan dan 

fokus pada pokok permasalahan yang ditentukan, maka perlu adanya 

pembatasan masalah. Penelitian ini akan dibatasi pada tata cara eksekusi ganti 

kerugian dalam kasus tindak pidana korupsi. 

Dengan demikian dapat dirumuskan pokok permasalahannya sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana peran Kejaksaan Negeri Surakarta dalam eksekusi pidana 

pembayaran ganti kerugian dalam kasustindak pidana korupsi? 

2. Bagiamana hambatan Kejaksaan Negeri Surakarta dalam eksekusi pidana 

pembayaran ganti kerugian dalam kasus tindak pidana korupsi? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah 

diuraikan di atas, maka tujuan yang hendak ingin dicapai penulis dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mendeskripsikan peran Kejaksaan dalam eksekusi pidana 

pembayaran ganti kerugian dalam kasus tindak pidana korupsi. 

b. Untuk mendeskripsikan hambatan Kejaksaan Negeri Surakarta dalam 

eksekusi pidana pembayaran ganti kerugian dalam kasus tindak pidana 

korupsi. 

2. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini penulis mengharapkan manfaat sebagai  

berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

1) Mengembangkan pengetahuan di bidang hukum pidana. 

2) Memberikan sumbang pemikiran sebagai refrensi dari 

pengembangan ilmu hukum yaitu hukum pidana dan hukum acara 

pidana. 

b. Manfaat Praktis 

1) Memberikan sumbangan pemikiran dan wacana yang luas bagi para 

pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini. 

2) Untuk melatih penulis dalam mengungkapkan masalah tertentu 

secara sistematis dan berusaha memecahkan masalah yang ada 
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dengan metode ilmiah yang menunjang pengembangan ilmu 

pengetahuan penulis yang di dapat selama duduk di bangku 

perkulihan tingkat strata satu (S1). 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Korupsi merupakan tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan 

kerugian keuangan negara. Pembayaraan ganti rugi dalam kasus korupsi 

dimaksudkan untuk membuat jera pelaku korupsi itu dan untuk memulihkan 

kerugian keuangan negara. 

Pemulihan kerugian keuangan negara ini termasuk kedalam sanksi 

pidana tambahan yang diamana yang berupa pembayaran ganti kerugian atau 

uang pengganti yang sudah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang  Republik 

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi. 

Sanksi pembayaran ganti kerugian ini apabila terdakwa tidak mampu 

membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara pengganti 

yang lamanya hukuman sudah ditentukan dalam putusan hakim. 

Jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan memiliki kewenangan 

untuk mengeksekusi putusan pengadilan dalam hali ini eksekusi pembayaran 

ganti kerugian keuangan negara terhadap terpidana dan apabila terpidana tidak 
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mampu atau tidak mau membayar, maka dapat dilakukan penyitaan terhadap 

aset-aset milik terpidana baik itu aset yang bergerak atau tidak.  

Kemudian Jaksa menyerahkan hasil penyitaan aset-aset terpidana 

kepada lembaga yang berwenang mengurusi lelang yakni Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang kemudian untuk dilelang harta/ 

atau aset milik terpidana. Hasil dari lelang nantinya akan dipergunakan untuk 

menutup kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perubatan korupsi 

terpidana. 

Pada kenyataan proses eksekusi ini banyak mengalami hambatan dalam 

praktik di lapangan, hal ini yang perlu dipecahkan permasalahannya dan dicari 

solusinya. 

 

E. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan 

analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodelogis, sistematis dan 

konsisten. Metodelogis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, 

sistematis berarti berdasarkan pada suatu sistem dan konsisten berarti tidak 

adanya hal-hal yang bertentangan dalam pembahasan dengan kerangka 

tertentu. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai 

berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu 

metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan 
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menemukan kebenaran atau fakta serta mengkaji secara yuridis tentang 

bagaimana peran Kejaksaan dalam menangani eksekusi pidana 

pembayaran ganti kerugian dalam kasus tindak pidana korupsi. 

2. Jenis Penelitian 

Metode kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, yaitu 

penelitian yang dimaksudkan dalam memberikan data sedetail mungkin. 

Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan mengenai eksukusi 

pidana pembayaran ganti kerugian dalam tindak pidana korupsi yang 

dimana dilakukan studi kasus di Kejaksaan Negeri Surakarta. 

3. Lokasi Penelitian 

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis mengambil 

lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Surakarta. 

4. Jenis Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder. 

1. Data Primair 

Data primair adalah data dasar yang diperoleh secara langsung dari 

sumber asalnya yang belum ada campur tangan dari sumber lain. Data 

ini diperoleh secara langsung di lapangan yang berasal dari sumber-

sumber di Kejaksaan Negeri Surakarta. 

2. Data Sekunder 

Data ini adalah data yang berupa bahan-bahan pustaka. Data sekunder 

dalam penelitian ini terdiri dari tiga (3) bahan: 
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a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, 

meliputi KUHP, KUHAP dan undang-undang yang berkaitan. 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku, makalah-

makalah, dan literature karya ilmiah yang terkait dengan penelitian 

ekesekusi ganti kerugian dalam tindak pidana korupsi. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. 

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa Kamus Hukum. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum 

ini adalah studi kepustakaan yaitu dilakukan dengan cara mencari dan 

mengumpulkan serta mempelajari bahan-bahan yang berupa buku, 

makalah, peraturan perundang-undangan serta dokumen lainnya yang 

berkaitan dengan eksekusi ganti kerugian dalam kasus tindak pidana 

korupsi dan melakukan wawancara terhadap Jaksa di Kejaksaan Negeri 

Surakarta, dan terpidana korupsi atau Penasehat Hukumnya. 

6. Teknik Analisa Data 

Analisa data pada penulisan hukum ini dilakukan melalui 

pendekatan kualitatif. Menurut Soerjono Soekatno pendekatan kualitatif 

adalah cara penelitian yang menghasilkan deskriptif analisa, yaitu apa 

yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga 
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pelakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai suatu kesatuan
10

. 

Adapun pengambilan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, 

dengan meneliti satu penaganan pembayaran ganti rugi dalam kasus 

korupsi untuk mengambil kesimpulan terhadap penaganan pembayaran 

ganti rugi dalam kasus korupsi secara menyeluruh. 

 

F. Sistematika Penulisan  

Penelitian skripsi ini terdari atas 4 (empat) bab yang disusun secara 

sistematis, dimana antara bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu 

rangkaian yang berkesinambungan, adapun sistematiak dalam penulisan ini 

adalah sebagai berikut: 

Bab I adalah pendahuluan yang berisikan gambaran secara umum dan 

dijelaskan secara singkat mengenai keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari 

latar belakang, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II adalah tinjauan pustaka yang berisikan tujuan umum tentang 

tindak pidana, tujuan umum tentang tindak pidana korupsi, tujuan umum 

tentang sanksi pidana dan tujuan umum tentang wewenang Kejaksaan dalam 

eksekusi putusan pengadilan. 

Bab III adalah hasil penelitian dan pembahasan dimana penulis akan 

menguraikan dan membahas mengenai pemaparan eksekusi ganti kerugian 

dalam kasus tindak pidana korupsi. 
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Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia  

(UI-Perss), hal 5 
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Bab IV adalah bagian penutup, yang berisikan kesimpulan yang 

diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian hukum 

yang dilakukan oleh penulis. 

 


